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PENETAPAN
Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Kdg
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah antara:

INGUNG bin ATEL, tempat dan tanggal lahir Ayitih, 01 Juli 1973,
agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
pendidikan SD, tempat kediaman di Ayitih RT
002 RW 003 Desa Tumingki Kecamatan
Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini
menggunakan domisili  elektronik dengan
alamat email ingung107@gmail.com, Tumingki,
Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I;

NARSIAH binti RANGSI, tempat dan tanggal lahir Malaris, 07 April
1972, agama Islam, pekerjaan Petani,
pendidikan SD, tempat kediaman di Ayitih RT.
002 RW. 003 Desa Tumingki Kecamatan
Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini
menggunakan domisili  elektronik dengan
alamat email narsiah57@gmail.com, Tumingki,
Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA
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Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara
Nomor 270/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan pernikahan
secara adat Kaharingan yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu, SUCI dan
UDAS di balai Adat Aitih di Desa Tumingki Kecamatan Loksado Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan
tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menikahkan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah Kepala Adat Inuk, dengan mas kawin uang sebesar Rp.
1.300.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri
orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus janda cerai bawah tangan;

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon i
bertempat tinggal di Desa Loklahung Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan sudah dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang bernama: NIKITA HARIANTI bin INGUNG, lahir tanggal 30
September 2004;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula
Pemohon | dengan Pemohon Il tetap beragama Islam;

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon | dan Pemohon IlI, yang tidak
mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon |
dengan Pemohon Il tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan rumah
Pemohon | dan Pemohon Il jauh dari KUA Kecamatan Loksado;
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8. Bahwa sekarang Pemohon | dengan Pemohon Il membutuhkan akta
nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan
Akta Lahir Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan
dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cg. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon | (INGUNG bin ATEL) dan
Pemohon Il (NARSIAH binti RANGSI);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (INGUNG bin ATEL) dan
Pemohon II (NARSIAH binti RANGSI) yang dilaksanakan pada tanggal
a€la€la€l.. di Balai Adat Aitih di Desa Tumingki Kecamatan Loksado
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon II;
Subsider
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya
Kehadiran Para Pihak

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya
permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari
sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak
lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandangan
sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon | dan
Pemohon Il tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada
para Pemohon telah diperintahkan untuk hadir kembali ke persidangang
berdasarkan Berita Acara persidangan tanggal 23 Desember 2024, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak hadirnya para Pemohon tersebut tidak disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para
Pemohon hanya pernah datang sekali ke persidangan, kemudian para
Pemohon tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun
kepada para Pemohon telah diperintahkan untuk hadir kembali ke
persidangang berdasarkan Berita Acara persidangan tanggal 23 Desember
2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai
pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka
Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus
dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para
Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan
perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya
kembali dengan membayar biaya perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama
mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan
kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Penetapan
MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il gugur;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon I

sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan

pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2
Rajab 1446 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal
berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/lzin
Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Samsul
Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 0,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
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Jumlah 'Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).
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